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LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

MOR : 12 TAHUN 1993 SERI : B NO : 4

RATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
NOMOR 8 TAHUN 1993
TENTANG
IZIN USAHA DAN TARIP BEA MASUK OBYEK WISATA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG HAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

imbang : a. bahwa berdasarkan Persturan Daerah
Kabupaten Daersh Tingkat II Banyu-
mas Nomor 13 Tahun 1991 tentang
Wewenang Penyelenggaraan dan Penge-
lolasn Sebagisn Urusan Kepariwisa-
taan, maka Obyek Wisats merupaksan
salah satu urussan pemerintahan
dalam bidsang Kepariwisatsan vang
menjadi wewenang rumsah tzngga
Pemerintah Daerah Kabupaten Dserah
Tingkat II Banyumas ;

b. bahwa untuk memberikan panduan dan
kepastian hukum serta pembinsan dan
pengawasan penyelenggsraan Usaha
Obyek Wisata guna terpeliharanya
kelestarian kemampuan lingkungan
hidup perlu mengatur Izin Usaha dan
Tarip Bea Masuk Obyek Wisata dalam

Peratursn Daersh ;

[N
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Mengidgat

Undang-undang Nomor 3 Tﬁhun 1974
tentang Pokok-pokok Pemerintahan p,
Daerah ; ‘

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1850
tentang Pembentukan Daerah~daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propingy
jawa Tengah ;

Undang-undang MNomor 12/Drt. Tahup
1957 tentang Peraturan Umum Retri-
busi Dsaerah ;

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982
tentang XKetentuan-ketentuan Pokok
Pengelolaan Lingkungan Hidup

>

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1990
tentang Kepariwisataan

Keputusan Menteri Pariwisata, Pos
dan Telekomunikasi tanggal 23
Desember 1887 Nomor : KM.98/PW.102/
MPPT-87 tentang Ketentuan Usaha
Obyek Wissta ;

Keputusan Menteri Pariwisata, Pos
dan Telekomunikasi tanggal 6 Sep-
tember 1991 Nomor : KM.109/UM.209/
MPPT-81 tentang Petunjuk Teknis
Analisis Mengenai Dampsk Lingkungan
(AMDAL) Kegiatan Usaha Pariwisata ;

Peraturan Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahul
1984 tentang Penyerahan Sebaglal
Urusan Pemerintah Proipinsi Dﬁerah
Tingkat I Jaws Tengah dslam Bidang

Kepariwisataan Kepada Daerah Tiné-
kat II

J
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9. Keputussn Gubernur Kepala Daersh
Tlngka§ I Jawa Tengah tanggal 30
Januari 1989 Nomor : 556/20/1989
tentang Penggolongan Obyek Wisats
Dserah di Propinsi Daerah Tingkat I
Jawa Tengsh ; ' -

10. Kgputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Tengah tanggal 30
Januari 1989 Nomor : 556/21/1989
tgntang Pedoman Pengusahaan Obyek
W}sata Daerah Tingkat II di Propin-
si1 Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;

11. Peraturan Dserah Ksbupaten Daersh
Tingkat II Banyumas Nomor 11 Tahun
1985 tentang Penunjukan, Pengangka-
tan, Kewenangan dan Pemberhentian
Pegaswai Negeri Sipil Sebagai Penyi-
dik Pada  Pemerintah Kabupaten
Daerah Tingkat II Banyumas ;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Daersah
Tingkat II Banyumas Nomor 4 Tahun
1987 tentang Pembentukan, Susunan
Organisasi dan Tatakerja Dinas
Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat

II Banyumas ;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Banyumas Nomor 13 Tahun
1991 tentang Wewenang Penyelengga—
r&aan dan Pengelolaan Sebagian

Urusan Kepariwisataan ;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kﬂmpaten Daerah Tingkat II Banyumas

MEMUTUSKAN
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PERATURAN DAERAH KABUPATENY DAERAY

Menetapkan : :
~ TINGKAT II BANYUMAS TENTANG IZIN
USAHA DAN TARIP BEA MASUK OBYEK
WISATA
BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dserah ini yang dimaksud dengan

- P

0

k.

Pemerintah Daerah adslah Pemerintah = Ksabupaten

Daersh Tingkst II Banyumas ;
Bupati Kepals Dserah adslsh Bupati Kepala Daersh

Tingkat II Banyumas ;
Dewan Perwakilan Rakyst Dserah sdalsh Dewan Per-
wakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerash Tingkat II

Banyumas ;
Dinas Pariwisata adalah Dinass Pasriwissta Kabupaten

Daerah Tingkat II Banyumas ;
Obyek Wisata adalah perwujudan daripada ciptaan
manusia, tata hidup, seni budaya serta sejarah
bangsa dan tempat atau keadaan alam yang mempunyai
daya tarik wuntuk dapat dikunjungi wisatawan
(pengunjung) ;

Obyek Wisata Daerash adalah Obyek Wisata yang
dimiliki dan diusahakan oleh Pemerintah Daerah ;
Obyek Wisata - Swasta -adalah Obyek . Wissta vyang
diusahakan oleh swasta ;

Usaha Cbyek Wisata adalah setiap pengussahasan Obyek
Wisata yang dikelola secara komersial ;

Sumber Daya Wisata adalah unsur lingkungan hidup
yang terdiri atas sumber daya manusia, sumber daya
buatan dan sumber daya alam yang dapst dikembang-
kan dan dimanfaatkan sebagai Obyek Wisats }
Pimpinan Usaha Obyek Wisata adalsh seorang atau
lebih yang sehari-hari memimpin dan bertanggungja-
wab atas keselamatan Usaha Obyek Wisats.

Wisatswan adalah setiap orang vang bepergian dari

£
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tempat tinggalnya untuk berkunjung ke tempat
dengan menikmati perjalanan dari kunaungannya

1. Pengunjung Khusus adalah pengunjung 'dari sustuy
Instansi yang mengadakan kunaungan kerja ‘dan ' lain
sebagainya. yang ~diberi! izin oleh atau ''dengan

vsepengatahuan Bupati Kepala Dsersh ‘

n. Persetujusan © Prinsip adalah - Izin yang bersifat
sementars yang diberikan oleh Bupat1 Kepala
Daerah ; ; :

n. - Izin Ussaha Obyek Wisata adalah Izin yang dlberlkan

oleh Bupati Kepala Dserah untuk menyelenggarakan
Usaha Obyek Wisata ;

0. Pemohon- ~.adalah pemohon Persetujuanb Prinsip"atau
Izin Usaha 'Obyek Wisata ; A

p. Pemegang Izin sdalah pemegang Persetuauan Prinsip
atau Izin Usaha Obyek Wisata ;

lain

.
J

BAB II
- MAKSUD. DAN TUJUAN
Eaéal 2
Maksud dan tujuan Peraturan Daerah ini adalah
a. memberikan dasar hukum bagi pemberian ‘Persetujuan
Prinsip dan Izin Ussaha Obyek Wisata ;
b. memberikan dasar hukum bagi pemungutan retribusi

Persetujuan Prinsip, Izln Usaha Obyek leata dan
Bea Masuk Obyek Wisata ;

c. memberikan pedoman bagi pemblnaan dan pengawasan
penyelenggaraan Usaha Obyek Wisats guna terpeliha-
ranya kelestarian kemampuan lingkungan hidup ;

" BAB III
KLASIFIKASI OBYEK WISATA
‘Pasal 3

(1) Asset (kekayaan) wisata yang dapat dikatagorikan
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s adalah peninggalan

: : Wisat Sejg
sebagal OEZ‘;?IZ, cultur  masyarskat, l‘zh
dan pHgIBa ra industri-ke01l, desa 'kebudayaag

j nt ’ : e
e sungai, £08-g08,  mop 5
nuseu, danau, waduk, 'S s

in-lain memenuhi pep

- dan lain-lain yang me Svasy

tamansZizzgi Obyek Wisata, sesual ketentuan g
zﬁgran Perundang-undangan yang berlaku.

| i . i dimaksud dalam ayst
t wisata sebagalmgna. : (1)
(2) iizs ditetapkan menjadi. Obyek Wisats “dengay,
Keputusan Bupati Kepala daersah.

(3) Obyek-obyek Wisata yang ada dalam ”gatu'kaﬁéséﬂ'
akan ditetapkan menjadi Kawasan Wisata dengap
Keputusan Bupati Kepals Daerah.

Pasal 4

(1) Obyek Wisata Daerah diklasifikasikan menjadi
Obyek Wisata Alam, buatan manusia, budaya dan
sejarah yang dapat dipungut retribusi msasuk.

{2) Obyek—obyek Wisata Daerah sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) ditetapkan dengan ‘Keputusan Bupati
Kepala Daerah. ‘

BAB IV

BENTUK USAHA DAN PERMODALAN

Passl 5

(1) Usahsg Ob : !
- vek Wis , kum
atauy Perorangan.ata dapgt berbentuk Badan Hu

(2) Usahs qp . '
oleh Pemgigngiﬁaga Yang dimiliki dan -diusahakwf

. . kan
oleh Dingg ParlwisZi;ah pengelolaannya dilaku

(3) Usah o
ans Obyek Wisatg yang modsalnya patungan antaré
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(4)

(1)

(2)

Pimpinan Usaha Obyek Wisata dalam menjalankan
nya diwajibkan untuk

L B

Warga Negara Indone

Sis dan Wg
bentuk usahanys hary t5a

Negars :
s Pers 2 asin

€roan Terbsatss (PT)- ¥

1engan Pihgk Ketigs,
Sesuai  dengan ketentuan

-“undangan yang berlsku.

PENGUSAGY AAN.

"Passl &

Pengusahaan Obyek Wisata
penyediaan, pengelolaan

serta penyediaan Jasa-jass
bangan dan-pemanfaatan sum
batas wilayah Obyek Wi

meliputi pembangunan,

Prasarana dan sarans
lainnya dengan pengem-
ber daya wisata dalam
sata yang diusshsakan.

Pengusahaan Obyek Wisats vang dilengkspi dengan
sarana akomodasi, biaysa untuk membangun sarana
tersebut tidak boleh melebihi 40 ¥ (empat puluh
perseratus) dari modal keseluruhannys.

Pasal 7

usaha-

memberikan perlindungan

kepada para pengunjung
Obyek Wisata ; :

memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagsimana
vang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ;

mentasati ketentuan Peraturan ‘Perundgngfundangan
vang menyangkut tenaga kerjs dan kegiatan usaha-
nya ;

' . : o i si  dan
memelihara dan memenuhi persyaratan sanitasi
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h.

- : ) danya pencemaran i
ne serta mencegah a ling.
ﬁéﬁ;Zn sesuai dengan ketentuan..Pe?aturan Peru§~
vang berlaku baik di dalam Obyek

-undangan :
gigita maupun di sekitar Obyek Wisata ;

menjaga martabat Obyek Wisata antara lain mencegsp,
dan melarang kegiatan ygng melanggar kesusilaan,
perjudian, penjualan mlnuman kerag, Penggunga,
obat bius atau sejenisnya serta menjaga keamangp

dan ketertiban umum ;

menyediakan petugas khusus seperti petugas penye-
lamat, pendamping, pemandu serta menyediakan
perlengkspan khusus untuk mencegah dan atau pertg-
longan kecelakaan bagi pengunjung Obyek Wisstg

vang mengandung resiko ;

memberikan perlindungan dan pengamanan terhadap
barang-barang milik pengunjung di Obyek Wisats
dari kemungkian pencurian dan atsu kerusakan
dengan menyediaksn tempat penyimpanan barang-
barang berharga ;

menetapkan peraturan yang berlaku'di dalam kawasan
Obyek Wisata sepanjang tidak bertentangan dengan
ketentuan dalam Peraturan Daersh ini.
BAB VI
PERIZINAN

Pasal 8

(1) Perorangan atau Badan Hukum vang akan membangun,

memperluas atau merenovasi (memperbsiki) Obyek
g;?zgé wailb tirlzbih dahulu memiliki Persetujuan

ip, ecuali bagi 0Ob ek Wi - kelola
oleh Pemerintah Daersh. y isata yang di

(2) Untuk memperoleh Persetujuan Prinsip sebagaiman

&
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dimaksud _ayat (1), -Pemohon - wajib mengajuksan
Permohonan Secara tertulis kepada Bupati Kepalsa

Dgeyah melalui Dinas Pariwisats dengan dilam-
pPiri , .

&. Sertifikat tanah/izin Pemakaisn Tansh ;

b. letak/lokasi rencana Obyek Wisata vang
menyangkut tapak kawssan Obyek Wisata, tapak
bangunan dan fungsinya ;

. uraisn singkat tentang rencana 'usashanys- ;

Akta  Pendirian Perusahaan apabsaila "Pemohon

adalan Badan Hukum dan satau KTP untuk

Perorangan ; i

e. Nomor Pokok Wajib'Pajak (NPWP) dan atau Nomor

Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) ; 1S5

f. dokumen  Analisis Mengensi -Dampak Lingkungan

(AMDAL).

o

‘Pasai 9

(1) Setiap Usaha Obyek Wisata yang ‘akan beroperasi
wajib memiliki Izin Usaha Obyek Wisats.

(2) Untuk memperoleh Izin Usaha Obyek Wisata sebagai-
mana dimaksud ayat (1), Pemohon waiib mengajukan
permohonan secara tertulis kepads Bupati “ Kepalsa
Daerah melalui Dinas Pariwisats dengan ' dilam-
piri

a. Akta Pendirian Pérusahaan apabila Pemohon
adalah Badan Hukum dan stay KTP untuk

Perorangan ; sjag :

b. Salinan Persetujuan Prinsip untuk Obyek
Wisata ;

¢. Izin Mendirikan Bangunan ;

d. Izin Lokasi dan Izin Peruntukan Tanah ;

e. Izin Tempat Ussha ; =

f. Uraian/'singkat tentang pengusahaannya ;

€. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan stau Nomor

Wajib Pajak Daerah (NPWPD).
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Pasal 10
. Les ' ilingkungan Obyek Wisgt
disan Jjasa lain dlllng. . ; Sata
Eigg; menjadi bagian Persetujuan Pr}nglp, dlgelengg&.
rakan atas dasar Izin Usaha tersendlrl sesuai denggy,
ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaky,

yang

Pasal 11

(1) Persetujuan Prinsip berlaku Sglama 3 (tiga) tahup
dan -dapat- diperpanjang pallng lama 1 (saty)
tahun. . .

(2) izin' -Usaha ' Obyek Wisata berlaku selans usahsg
| masih berlangsung, .dengan "ketentuan setiap 5
(lima) tahun sekali wajib didaftar ulang

Pasal 12

Dalam hal Usahsa Obyek Wisata tidak memeriukan pendi-
rian fisik bangunan, maka Izin Usahs dapat diberikan
secara langsung berups IzZin Usaha Obyek Wisata.

Pasal 13

Tatacaras untuk mémperoleh_dan memperpanjang Persetu-

juaq Priqsip serta; Izin Usahs Obyek Wisata diatur
- lebih lanjut oleh Bupati Kepals Daerah.

Pasal @ 14

(1) Persetujuan Prinsip dapat dicabut apabila :
a. Pe¢egang Izin  memperoleh Izin secara tidak
sah ;
b. Pemegang Izin melskukan pernbahan maupun
- polvAnpangan : bangunan yang  dapat mengganggy
kelestarign lingkungan, keamanan Pe“gun?ung
atau kerusakan Sumber-days langka yang EIES

dapat , digali, . # 5 ik :  Kepala
Daerah | npa Izin Bupati

3
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o. Penegang lzin tidak melaksanakan syarat-syarat
yang tercantum dalam Persetujuan Prinsip yang
bersanghkutan

d. Pemegang lIzin tidak menyampaikan laporan
perkembangan pembangunan Obyek Wisata kepada
Busati Kepala Daerah melalui Dinas Pariwi-

sata

e. Lokasi usaha dibutuhkan oleh Pemerintah untuk
kepentingan umum atau pembangunan.

(2) izin Usaha Obyek Wisata dapat dicabut apabila
]. Peiegang Izin mwemperoleh Izin secara tidak

sah 3 :

b. Pemegang Izin tidak melakukan kegiatan selama
1 (satu) tahun tanpa alasan yang dapat diper-
tanggungjawabkan ;

¢c. Penegang Izin tidak memenuhi ketentuan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

. Pemegang Izin tidak memenuhi ketentuan persya-
ratan pengusahaan Ussaha Obyek Wisata dan
persyaratan perizinan sebagaimana yang telsh
ditentukan ;

e. Pemegang Izin tidak memenuhi kewajiban untuk

menyampaikan laporan berkala pengusahaan Obyek

Wisata ;
f. Pemegang Izin nelakukan tindak pidana
kejahatan vang berkaitan dengan kegiatan

usahanya ;
€. Lokasi Usaha dibutuhkan oleh Pemerintah.

(3) Pemegang Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dan (2) dilakukan secara tertulis dengan menye-
butkan alasan-alasannya setelah terlebih dshulu

diadakan peringatan secukupnya kepada Pemegang
Izin.

(4) Dalam hal terjadi pencabutan Izin sebagaimana

dimaksud dalam ayat (3), maka Pemegang Izin wajib
segera menghentikan kegiatan usahanya.

i1

Scanned with CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

Pasal 15

Cbyek Wisata vang memiliki sumber alam yang menYangg
kut hajat hidup orang banyak penggunaannya diatur
oleh Bupati Kepala Daerah: :

Pasal‘ 16

Setiap pemasangan vreklame di Obyek _w§sata Wajih
dimintakan rekomendasi kepada Dinas Pariwisatsg.

- BAB VII

RETRIBUSI IJIN OBYEK WISATA DAN TARIP
BEA MASUK OBYEK WISATA

Bagian Pertama
-~ Retribusi Ijin

Pasal 17

(1) Untuk - mendapatksn persétujuan Prinsip dikenakan
retribusi sebagai berikut : : ,
a. Usaha Kelas I = Rp. 250.000,00 (dua ratus lima
: puluh ribu rupiah) ;
b. Usaha Kelas 1II = Rp. 200.000,00 (dus ratus
ribu rupiah) ; -
c. Usaha - Kelas III = Rp. 150.000,00 <(seratus
limapuluh ribu rupiah) ;

d. Usahas Kelas IV = Rp. 100.000,00 (seratus ribu
rupiah). -

(2) Untuk mendapatkan izin usaha Obyek.Wisata dikena-
kan retribusi sebagai berikut :
a. U;aha Kelas I = Rp. 400.000,00 (empat ratus
ribu rupish) ;

b..Usaha Kelas II = Rp. 350.000,00 (tiga ratus.
lima puluh ribu rupiah) JREEl

3
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c. Usaha Kelas III = Rp. 300.000,00 (tiga ratus
ribu rupish) ; ‘

d. Usaha Kelas IV = Rp. 250.000,00 (dua ratus
lima puluh ribu rupiah).

(3) Untuk Pendaftaran Izin Usaha Obyek Wisata dikena-
kan retribusi sebesar 75%  (tujuh puluh lima
perseratus) dari retribusi yang ditetapkan bagi
Ijin Usaha Obyek Wisata yang bersangkutan.

(4) Untuk perpanjangan persetujuan prinsip dikenakan
retribusi yang sama dengan retribusi bagi Ijin
vang bersangkutan.

Bagian Kedua
Tarip Bea Masuk Obyek Wisata Daerah

Pasal 18

(1) Tarip Bea Masuk Obyek Wisata Daerah ditetapkan

sebagai berikut : .

a. Obyek Wisata yang telah dikembangkan Rp.
600,00 (enam ratus rupiah) per orang ;

b. Obyek Wisata yang sedang dalam tshap pengem-
bangan Rp. 350,00 (tiga ratus lima puluh
rupiah) per orsang ;

c. Obyek Wisata yang belum dikermbangkan Rp.
200,00 (dua ratus rupiah) per orang ;

(2) Penggolongan Obyek Wisata sebagaimana dimaksud
ayat (1) ditetspkan dengan Keputusan Bupati
Kepala Daerah.

(3) Untuk hari-hari besar/libur tertentu atau padsa .
saat diadakan pertunjukan seni budaya/hiburan,
Bupati Kepala Daerah dapat menetapkan tarip
tambahan Bea Masuk Obyek Wisata Dserah sebagaima-
na dimaksud ayat (1) sebesar Rp. 350,00 (tigs
ratus rupiah).
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Pasal 18

(1) Khusus bagi pengunjung pelajar/mahasisus Vang
berbentuk rombongan dapat diberikan keringanan
pembayaran setinggi-tingginya 25% ( dusg pulyh
lima perseratus ) dari bea masuk Obyek Wisatg
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

(2) Tata cara pengajuan keringanan sebagaimans dimak-
sud ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupatj
Kepsla Daerah. :

(3) Anak-anak dibawah umur 5 (lima) tahun dan rengun-
jung Khusus vyang ditetapkan oleh Pemerintap
Daerah, dibebaskan dari retribusi bea masuk .

Pasal 20

Setiap pengunjung yang menggunaksn fasilitss vang

disediakan didalam Obyek Wisatsg dikenakan retribusi

sebesar

a. Sepeda air Rp. 600,00 (lima ratus rupiah) per

‘ orang tiap 15 (lims belas) menit ;

b. Kolam renang Rp. 400,00 (empat ratus rupiah) per
orang ; '

¢. Mandi air pansas Rp. 400,00 (empat ratus rupiah)
Per oreang tiap 15 (lima belas) menit i

d. Mainan anak-snsk Rp. 250,00 (duarstus lima puluh
rupiah) per orang tiap 10 (sepuluh) menit.

Pasal 21

Setigp kendarsaan bengunjung yang parkir di tempat

park}r vang disediakar Obyek Wissatsg Daerah dikenakan

retribusi sebagsi berikut

8. . Kendarsan bermotor rods dua sebesgar Rp. 250,00
(dus ratus lima puluh rupiéh) !

b. Kendarsan bermotor roda empst non microbus sebe-
sar Rp. 900,00 ¢ lima ratus rupiah)

.
3
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c. Kendaraan bermotor rods empat microbus sebesar
Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;

d. Kendaraan bermotor roda ensm. sebesar Rp. 1.500,00
(seribu lima ratus rupiah) s

€. Kendarsan tidak . bermotopr sebesar Rp. 100,00
(seratus rupiah) ;

rBagian Ketiga
- Penata Usahaan

‘Pasal_'22-

(1) Pelaksanaan bpemungutan dan penerimaan retribusi
sebagaimana dimaksud Pasal 17 sampai dengan Pasal
21 dilakukan olekh Dinas Pariwisats.

(2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana diatur dalam
ayat (1) disetor secara brutto ke Kas Daersh
Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumasﬂ

"Bagian Keempat
Tarip Masuk Obyek Wisata Swasta

" Pasal 23

(1) Tarip masuk'Obyek Wisata Swasta ditetapkan oleh
Pimpinan Usaha Obyek Wisats setelah mendapatkan
Persetujunan Bupati Kepalsa Daerah.

(Z)Karcis masuk Obyek Wisatas vyang qike}ola oleh
SWasta . wajib dimintakan legalissasi kepada
Pemerintah Daerah.

(3) Tatq cara permohonan pengesshan tarip masuk dan
karcis Obyek Wisata sebagaimana dimaksud ayat (1)
dan  (2) diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepals
Daerah 3.} :
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(1)

(2D

(12

(2)

(3)

(4)

BAB VIII
TATA TERTIB KUNJUNGAN
Pasal 24

Tata tertib berkunjung bagil Obyek Wisata Daerah
ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Tata tertib berkunjung bagi Obyek Wisgta Swasta
ditetapkan oleh Pimpinan Usaha Obyek Wisata yang

bersangkutan.

BAB IX
LARA'HGAN
Paéal 25

Setiap orang dilarang mnelakukan perbuatan merusak
Obyek Wisata sehingga menghilangkan atau mengu-
rangi unsur keindahan dan kelestarian dari Obyek

Wisata..

Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud ayat (1)
berupa mendirikan bangunan, maka Pemerintsah
Daerah dapat mencabut Izin Bangunan serta meme-
rintahkan membongkar bangunan tersebut.

Apabila perbuatan sebagaimana dimsksud ayat (1)
berupa perbuatan corat-coret atau merusak suatu
bangunan, maka atas perbustan itu si pelaku dapat
diperintahkan untuk menghapus/menghilangkannya
ataul mengembalikan bangunan tersebut sepertl
semula.

Apabila atas perintah sebagaimans dimaksud dalam
ayat (3) dalam batas waktu tertentu si pelaky
tidak melakssnakannya, maksa penghapusan/pembersr'
han serta perbaikan kembali bangunan itu dap?

Scanned with CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

dilaksanskan oleh petugas daerah,'dehgan segala
biaya vang dikeluarkan atas beban si pelaku.

BAB X
KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN
Pasal 26

(1> Dengan tanpa mengurangl apa yang telah -diatur
dalam Pasal 14, maka pelanggaran atas Pasal 8
ayat (1), Pasal 9 ayat (1), dan Pasal 25 diancam
depgan hukuman pidansa kurungan selams-lamanys 3
(tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.
50.000,00 (limapuluh ribu rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1)
adalah pelanggaran.

Pasagl 27

Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, Penyidikan stas
tindak pidana sebagaimana dimaksud dslsm Pasal 21
dapat Juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawsai
Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Dsaerah vang
pengangkatannya ditetapkan sesusai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Pegawai Negeri
Yipil sebagai dimaksud dalam Pasal 27 berwenang

. menerima lsporan atau pengadusn dari seseorang
tentang adanya tindsk pidans ;

melakuksn tindakan pertama pada saat itu ditempat
.lwimﬁan dan melakukan pemerikassasan ;

- lenyuruh berhenti seseorsang tersangks dan memerik-
i S{tmmw-pengenal dari tersangka ;

' "elakukan penyitaan dfbenda dan surst ;

b.
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A7

(2)

(1)

(2)

mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
memanggil Sseseorang untuk didengar dan diperjy.
sebagai tersangka atau saksi; ~a
mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubunggy, _
nya dengan pemeriksaan perkara ;

menghentikan penyidikan ;

mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapst
dipertanggungjawabkan.

BAB XI
'PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 29

Pembinaan wumum Obyek Wisata di Kabupaten Daerah
Tingkat II Banyumas dilakukan oleh Dinas Pariwi-
sata atas nama Bupati Kepala Daerah dengan meng-
ikutsertakan Instansi terkait.

Pembinasn sebagaimana dimaksud ayat (1) nmeli-

puti :

a. pelaksanaan pembangunan Obyek Wissata 3

b. teknis pengelolaan Obyek Wisata 3

c¢. ketertiban, kebersihsn, kesehatan, sanitasi
dan higiene serta pelestarian Obyek Wisata ;

d. kemampuan dan ketrampilan karyawan

e. kesehatan dan keselamatan kerja para karyawan
dan pengunjung.

Pasal 30
Pembinaan sebagaiman dimaksud dalam Pasal 29
dilakukan melalui evaluasi laporan yang disampai-

kan secara berkals kepada Bupati Kepala Daerah.

Tata cara pelsporan sebagsimana dimaksud ayat‘(l)
ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.
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Pasal 31

Pengawasan aias pelaksanaan Peraturan Daerah -ini
dilakukan Juga oleh Inspektorat Wilayash dan Dinas

Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat I1I Banyu-
mas.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini

sepanjang mengensi pelakssanaannya akan diastur kemu-
dian oleh Bupati Kepals Dserah.

Pasal 33

Perorangan atau Badan Hukum yang pada saat berlakunya
Peraturan Daerah ini telah menyelenggarakan Usaha
Obyek Wisats dan belum memiliki Persetujuan Prinsip
dan Izin Usaha Obyek Wisatas dalam waktn selambat-
lambatnya 1 (satu) tahun setelah berlakunya Per-
aturan Daersh ini wajib memiliki Persetujuan Prinsip

dan Izin Usahs Obyek Wisata berdasarkan Peraturan
Daersh ini.

Passl 34

Dengan berlakunys Peraturan Daerah ini, maka keten-

tua“mengenai tarip bea masuk Obyek Wisata dan peng-

gl?"&mfaSilitas—fasilitas Obyek Wisata  sebagaimana

digtyy dalam Keputusan Bupati Kepala Daserah Tingkat

WZﬂBmummaS tanggal 2 Nopember 1988 Nomor :

M1'035/88 tentang Tarip Penggunaan Benda-benda
1% Daergh, dinyatakan tidak berlsku lagi.
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Pasal 35

Peraturan Daerah ' ini mulai berlaku padas tanggg)
diundangkan. : :

AAgar supaya setiap orang dapat mengetahuinya,
memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah inj

dengan penempatannys dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Banyumas.

Purwokerto, 8 Juni 1993

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TINGKAT II BANYUMAS
BANYUMAS
KETUA
'cap. ' 2 It dd ; cap . ttd
WARSONO H.DJOKO SUDANTOKO

Peraturan Daerah ini telah disahkan dengan Keputusan
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal
o Agustus 1993 Nomor ': 188.3/385/1993 “

Diundangkan 'dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Banyumas. g ‘ |
Nomor: 4 tanggal 28 Oktober 1993 Seri. ::.B
| Sekretaris Wilayah/Daerah
Tingkat II Banyumas
YMT
cap, ttd.

~J. SOEHARTO, BA

NIP. 010041574
Assisten I Sekwilda
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
NOMOR 8 TAHUN 1893

TENTANG
IZIN USAHA DAN TARIP BEA MASUK OBYEK WISATA

I. PENJELASAN UMUM

; Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi

Daerah tingkat I Jaws Tengah Nomor 7 Tahun 1984

tentang Penyershan Sebagian Urusan Pemerintah

Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dalam bidang

‘Kepariwisataan kepads Daerah, Obyek Wissta adalah

merupakan - salah satu urusan dibidang kepariwisa-

tasn yang telah diserahkan kepada Pemerintah -
Daerah. - '

) Bahwa dalam rangka membina |, mendorong dan
mengawasi perkembangan Obyek Wisata di- Kabupaten
Daersh Tingkat II Banyumas , maka dipandang perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usshs dan
Tarip Bea Masuk Obyek Wisata.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
~Pasal 1 5.4 4 : Cukup jelsas
Pasal 5 ayat (1) : Yang dimaksud dengan Badan

Hukum adalah Badan Hukum yang
berbentuk PT, CV, dan lain-

lain.
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Pasal &
dan (3)

Pasal &

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal
huruf

Pasal
huruf

0 m

e s)

ayat (2)

ayat (4)

huruf a

ayat (1)

ayvat (2)
s.d e

ayat (2)

: Cukup Jjelas.

Yang dimaksud dengan Peraturg,

‘ Perundang-undangan adalah Per-

aturan perundang-undangan yg,
mengatur masalah  Penyertag,
Modal Daerah kepada Pihak
Ketiga.

: Cukup Jjelas

¢ Yang dimaksud dengsan "per-

lindungan" dalam Pasal ini
adalah Pimpinan Obyek Wisats
menjamin keamanan dan keselga-
matan dari para pengunjung
terhadap hal-hal vyang tidak
diinginkan, dengan cara antara
lain mengasuransikan para ' pe-
ngunjung.

: Cukup Jjelas.

: Cukup Jjelas.

: Pada dasarnya setiap kegiatan

pembangunan, perluasan atau
renovasi Obyek Wisata harus
dilengkapi dengan Penyajian
Informasi Lingkungan (PIL).
Namun apabila berdasarkan
hasil penelitian menunjukkan
kemungkinan dampak pen- ting,
maka wajib dibuatkan Analisa
Dampak Lingkungan ( AMDAL)
untuk Usaha Obyek Wisata yang
bersangkutan.

Scanned with CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

pasal 9 s.d 10

pasal 11 ayat (), :

pasal 11 ayat (2)

Pasal 12 s.d 13.

Pasal 14 ayat (1)
dan (2)

Pasal 14 ayat (3)

Pasal 14 ayat (4)
Pasal 15 s.d 18

Pasal 7, avat (1)
dan (2)

Cukup Jelss.

Perpanjangan Izin Prinsip
hanya dapat dibenarksn berds-
sarkan alssan-alasan tertentu

vang dapat dipertanggungjawab-
kan.

Pendaftaran ulang dilaksanakan
dalam rangks pengendalian dan
pengawasan Usaha Obyek Wisata.

Cukup jelas.

Cukup jelss.

Peringatan dilakukan secara
tertulis sebanyak-banyaknya 3
(tiga) kali, dengan ketentuan
jarak - antara peringatan vyang
satu dengan yang 1lain tidak

boleh 1lebih dari 1 (satu)
bulan.

Cukup jelas.

: Cukup jelas.

Penentuan kelas usaha didssar-
kan pada variabel luss tempat

usaha dan besarnya modsal usahsa
sebagai berikut

a. Luas tempat usaha

kurang dari 10 Ha
10 Ha s.d 20 Ha
20 Ha s.d 30 Ha
Lebih dari 30 Ha

BN M
LI I O I
B D=
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Pasal 17 ayat (3)
dan (4)

Passl 18 syat (1)

b. Modal Usaha

1. Kurang dari Rp
25.000.000,00 :

2. Rp 25.000.000,00 g4

1]
j—t

- Rp. 50.000.000,00 = 2

3. Lebih dari Rp .
50.000.000,00 s.d. Rp.
100.000.000,00 = 3

4. Lebih dari Rp .
100.000.000,00 —

Selanjutnya untuk menentukan
kelas usaha ditetapkan dengan

melihat hasil penjumlahan
nilai skor yang diperoleh
dari masing-masing varis-

bel untuk usaha yang bersang-
kutan sebagai berikut

1. Usaha Kelas I adalah usahs
vang mempunyai nilai skor
71228 ;

2. Usaha Kelas II adalah Ussha
vang mempunyai nilai skor
o ="6"%

3. Usaha  Kelas 111 adalah
Usaha yang mempunyai nilai
skor ‘3 -“4 ;

4. Usaha Kelss IV adalah usaha

" yang mempunyai nilai skor
1 =R

: Cukup Jelsas

: Yang dimaksud dengan

a. Obvek Wisata Dserah yang
telah dikembangkan adalah
Obyek Wisata Daerah yang

4
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telah tersedis Sarana dan
pPrasaransa Obyek

vaitu kantor, kamar
Jalan yang menuju ke Obyek
Wisata Daersh, jalan seta-
pak di Obyek Wisata, tempat
penjualan karcis, pintu
gerbang masuk Obyek Wisatsa.

Wisatsa
mandi,

b. Obyek Wisats Daerah yang
sedang dalam tahap pengem-
bangan adalah Obyek Wisatsa
Daerah vang .sarans dan
prasarananya masih sangat
terbatas yakni belum terpe-

nuhi persyaratan tersebut
pada huruf a.

c. Obyek Wisata Daerah vang
belum dikembangkan - adalah
Obyek Wisata yang belum ada

sarana dan prasarans samsa
sekali.

Pasal 21 Cukup jelss.

Pasal 22 ayat (1) : Pengesahan tarip besa masﬁk

Obyek Wisata Swasts dimaksud-
kan untuk menghindarkan per-
saingan vang tidak sehat
antars sesama Usahs Obyek
Wisata Swastsa ataupun antars
Obyek Wisata vyang dikelols
Pemerintah Daerah dengan Obyek
Wisata Swasta. Disamping itu
Juga dimaksudkan untuk meng-
hindari tarip yang terlampau
memberatkan bagi masyarakat.

“ - Pasal 22 ayat (2) dan (3) : Cukup jelas:

(-~
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‘Pasal 23 s.d 82 : Cukup jelas.

Pasal 33. - i Ketentuan tenggang waky,
- (satu) tahun dipandang cuk
-a(i rtekayak dan adil. - Up
' Easa1 34 s.d 351. +, Cukup jelas.
~~~~~~~~~~~ ‘ws'v‘vw-v-v‘v‘v-vvv-v-v
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